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ABSTRACT
Chemotherapy treatment for Health Social Security Administering Agency (BPJS) patients carried out by hospitals must follow the rules of the national formulary. Sometimes differences are found between the National Formulary and the chemotherapy regimen issued by the Indonesian Association of Surgical Oncologists (PERABOI). Problem Formulation: 1) How do BPJS patients with cancer fulfill their rights to health in chemotherapy services? 2) What are the obstacles in fulfilling their health rights for BPJS patients with cancer in chemotherapy services? 3) What efforts have been made to overcome obstacles in fulfilling the health rights of BPJS patients with cancer in chemotherapy services? This research is sociological legal research, primary and secondary data sources, analyzed qualitatively. Data collection by interviews. Research results: 1) Fulfillment of health rights for BPJS patients with cancer in chemotherapy services will be guided by the National Formulary which is also a reference for BPJS. 2) An obstacle in fulfilling the right to health for BPJS patients with cancer in chemotherapy services is when there is a difference between the National Formulary and the clinical practice guidelines for treatment from the Surgical Oncology Association. If there is a difference, there will be restrictions/limitations in administering the drug. 3) Efforts made by doctors and hospitals to fulfill the health rights of BPJS patients with cancer in chemotherapy services. If there are restrictions from BPJS, doctors will adjust to the rules from BPJS. Another effort is at the central level by conducting dialogue between the Surgical Oncology Association, BPJS and the Ministry of Health so that there is conformity between the clinical practice guidelines for Oncology surgery and the National Formulary which is the guideline for BPJS.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sehat merupakan hak asasi manusia sehingga setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara adil, merata dan bermutu yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.  Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan: “Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat."
Pengobatan kanker membutuhkan obat – obatan yang sebagian belum bisa diproduksi dalam negeri dan berbiaya mahal, sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan alokasi dana yang besar dari masyarakat dalam bentuk peserta mandiri dan peserta ditanggung yang negara, mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pengobatan yang diperlukan masyarakat, sedangkan pemerintah memberikan batasan pengobatan dengan merubah kaidah pengobatan kanker yang sudah baku, perubahan pengobatan kanker terutama melalui kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1970/2022, hal ini menjadi kontradiksi dari kewajiban negara untuk menjamin hak sehat yang merupakan hak konstitusional dari masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
Pengobatan kanker di era BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit dengan mengikuti kaidah formularium nasional yang dalam perkembangannya bisa berubah karena mengikuti perubahan kebijakan yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Dalam pengobatan kanker solid yang mempunyai panduan baku Nasional oleh dokter bedah onkologi kadang kala tidak tercapai secara paripurna karena adanya perbedaan antara pedoman dan panduan praktik klinik bedah onkologi dengan formularium nasional yang berdasarkan pada kebijakan BPJS. Penderita kanker yang mendapatkan pengobatan tidak optimal atau tidak sesuai dengan kaidah keilmuan bedah onkologi, akan berdampak dengan menurunnya angka harapan sehat/hidup penderita, meningkatnya angka kekambuhan atau meningkatnya angka kematian penderita kanker.
Dalam pemenuhan hak kesehatan bagi penderita kanker BPJS untuk mendapatkan layanan kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil juga ditemukan pengobatan pasien yang tidak sesuai antara pedoman dan panduan praktik klinik dari bedah onkologi dengan formularium dari BPJS. Sebagai salah contoh kasus adalah pasien dengan diagnosa kanker payudara tipe HER 2(+).  Ada tiga perbedaan antara pedoman dan panduan praktik klinik dari bedah onkologi dengan formularium dari BPJS. Pertama, sesuai dengan pedoman dan panduan praktik klinik dari bedah onkologi kanker payudara tipe HER 2(+), seharusnya mendapatkan pengobatan targeting terapi kanker payudara yaitu untuk satu tahun atau sebanyak 12 siklus. Tetapi fakta di lapangan, BPJS hanya menanggung sebanyak 8 siklus saja untuk pengobatan targeting terapi kanker payudara ini, kurang 4 siklus dari yang seharusnya. Selanjutnya yang kedua, BPJS juga menyaratkan pengobatan terapi kanker dengan targeting terapi ini hanya mulai diberikan kepada pasien yang kankernya sudah menyebar ke (metastatik). Padahal seharusnya pemberian obat dimulai ketika masih stadium awal. Jika sudah metastatik artinya tingkat keparahannya sudah lebih lanjut dan akan lebih sulit diobati dibandingkan jika dapat obat ini dari awal. Pengobatan yang diberikan sebelum terjadi metastatik tentu lebih efektif dan efisien dari segi hasil pengobatannya. Sedangkan perbedaan ketiga adalah, pengobatan targeting kanker payuadara ini, menurut formularium dari BPJS, hanya diberikan untuk pasien HER2(+) yang hasil labornya positif 3 saja, sedangkan untuk HER2(+) positif 2 atau 1 tidak dapat diberikan. Sedangkan kenyataannya, walau cuma positif 1 atau 2 tetap membutuhkan terapi ini dan hasilnya efektif diberikan jika diberikan obat targeting terapi kanker payudara. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PENDERITA KANKER DALAM LAYANAN KEMOTERAPI”. 
B. Rumusan Permasalahan
1. Bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker dalam layanan kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang?
2. Apa kendala-kendala pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker dalam layanan kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker dalam layanan kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang?
C.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas penulis membuat rumusan masalah:
1. Untuk menganalisis tingkat Untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker untuk mendapatkan layanan kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh Rumah Sakit terhadap  pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker untuk mendapatkan layanan kemoterapi.
3. Untuk menganalisis apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker untuk mendapatkan layanan kemoterapi.

II. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis (socio legal approach. Data menggunakan data primer yang didapatkan dengan wawancara semi terstruktur dengan Kepala Pengampuan Kanker, dokter bedah onkologi, Kepala ruang rawatan kemoterapi.
Teknik pengumpulan data dengan Studi Dokumen, yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi bahan hukum dan wawancara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker dalam Layanan Kemoterapi
Pemenuhan hak kesehatan bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial penderita kanker untuk mendapatkan pelayanan kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang dilakukan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2197/2023 tentang Formularium Nasional. SOP pada ruang Kemoterapi memiliki alur sejak dari pendaftaran yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan  wawancara yang dilakukan kepada Dr.dr. Daan Khambri SpB.Subsp.Onk (K). MKes selaku Ketua Pengampuan Kanker RS Dr M Djamil Padang tentang Pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker untuk mendapatkan pelayanan kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang menjelaskan Pemenuhan hak kesehatan, bagi pasien kanker yang mendapat kemoterapi. Penderita kanker yang pakai BPJS, harus mengikuti aturan dari BPJS yang terdapat dalam formularium nasional. Kadang formularium itu sesuai dengan protokol terapi yang dikeluarkan oleh perhimpunan. Tapi ada juga yang tidak sesuai.  
Selanjutnya dilakukan wawancara dengan dr. Ari Oktavenra SpB.Subsp.Onk (K) Konsultan Bedah Onkologi RS Dr M Djamil Padang, salah satu DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien), sekaligus pengguna kemoterapi ke pasien tentang Pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker untuk mendapatkan pelayanan kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang menjelaskan pemberian kemoterapi sesuai dengan aturan, ada retriksi atau aturan yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti, obat tidak bisa dikeluarkan, walau pasien butuh dengan obat tersebut. Konsekwensinya, kita harus mengikuti aturan tersebut, walau kadang aturan tersebut tidak sesuai dengan protokol yang telah dikelurakan perhimpunan terkait, baik perhimpunan Nasional maupaun Internasional. Protokol yang dikeluarkan oleh perhimpunan, bukan tanpa dasar, telah dilakukan penelitian dan uji coba tingkat 3.
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker dalam Layanan Kemoterapi
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial penderita Kanker dalam layanan kemoterapi adalah ketika ada retriksi-retriksi atau hambatan dari aturan BPJS untuk mendapatkan obat yang sesuai dengan protokol obat penyakit tertentu yang sesuai dengan pedoman dan panduan praktik klinik dari bedah onkologi. Walau kadang jumlah obatnya kurang atau frekuensi pemberiannyanya juga kurang atau kadang jenis obat tertentu tidak bisa dikeluarkan, selagi pasien masih pakai fasilitas BPJS, harus diikuti aturan dari BPJS. Untuk kekurangan obatnya ada upaya menginformasikan tentang kekurangan tersebut. Kalau pasien mampu atau mau, mereka bisa membeli obat atas kekurangan tersebut dan tidak menggunakan BPJS. Tapi biasanya dokter atau rumah sakit tidak mau memfasilitasi, karena takut ada masalah dikemudian hari. Kenapa pasien BPJS masih harus membayar beli obat
C. Upaya-upaya yang dilakukan Rumah Sakit M. Djamil padang untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi
Upaya dari dokter biasanya akan menyesuaikan dengan aturan yang dari BPJS, baik dari segi obat maupun jumlah obatnya, supaya obat masih bisa diresepkan untuk pasien. Atau kadang juga dengan penggantian obat, dengan obat yang hampir sama fungsinya, tapi masih bisa diakui BPJS. Untuk pengobatan yang kurang, biasanya dokter akan menerangkan ke pasien tentang kekurangan tersebut. 	Kemudian upaya lain yang terus dilakukan oleh perhimpunan Bedah Onkologi sampai sekarang adalah di tingkat pusat selalu berdiskusi dan berdialog dengan BPJS dan Kemenkes, agar pemberian kemoterapi terhadap pasien BPJS ada kesesuaian antara pedoman dan panduan praktik klinik dari bedah onkologi dengan Formularium Nasional yang menjadi pedoman BPJS.

IV. PENUTUP
A. Simpulan
1. Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi akan berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/1970/2022 tentang Formularium Nasional yang juga menjadi dasar BPJS dalam pemberian kemoterapi
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi adalah ketika ada perbedaan antara Formularium Nasional dengan pedoman pengobatan kepada panduan praktik klinik dari perhimpunan bedah onkologi. Jika ada perbedaan, akan ada retriksi/batasan dalam pemberian obat kemoterapi kepada pasien BPJS
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi kalau ada retriksi dari BPJS, dokter biasanya akan menyesuaikan dengan aturan yang dari BPJS, baik dari segi jenis obat maupun jumlah obatnya, supaya obat tersebut masih bisa diresepkan untuk pasien. Atau dengan penggantian obat, dengan obat yang hampir sama fungsi terapinya, tapi masih bisa diakui BPJS. Upaya yang lain adalah dialog atau diskusi di tingkat pusat antara perhimpunan Bedah Onkologi, BPJS dan Kemenkes, agar pemberian kemoterapi terhadap pasien BPJS ada kesesuaian antara pedoman dan panduan praktik klinik dari bedah onkologi dengan Formularium Nasional yang menjadi pedoman BPJS.
B. Saran
1. Agar Rumah Sakit dan tenaga dokter untuk selalu berupaya memberikan pengobatan, termasuk kemoterapi sesuai dengan Formularium Nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/1970/2022.
2. Agar pasien dan keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuam tentang hak dan kewajiban pasien, terutama tentang kemoterapi.
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